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Pengelolaan Sumber Daya Laut Kawasan Terumbu Karang     
Takabonerate dan Paradigma Komunalisme Lingkungan 




Tulisan ini bertujuan memahami kompleksitas interaksi Orang Bajo dengan lingkungan laut 
terumbu karang dalam wujud pengelolaan sumber daya laut Kawasan Takabonerate di masa lalu 
melalui aplikasi paradigma komunalisme dalam ekologi manusia/antropologi ekologi. Masalahnya 
adalah bagaimana mengonstruksi kompleksitas interaksi komunitas Nelayan Bajo dengan lingkun-
gan lautnya dalam konteks sistem kepercayaan, kelembagaan sosial-ekonomi dan politik di masa 
awal keberadaan mereka di Kepulauan Takabonerate hingga periode 1940-an. Material penulisan 
diambil dari data penelitian lapangan−diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan−
sesuai dengan fokus studi dan pilihan pendekatan. Lokasi penelitian meliputi seluruh Kawasan 
Takabonerate dengan desa-desa pulau yang berpusat di Pulau Rajuni sebagai pusat Kerajaan Bajo 
masa lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sumber daya laut berasosiasi 
terumbu karang oleh Masyarakat Bajo masa lalu berbasis pada Kelembagaan Panglima Menteng 
yang dicirikan dengan tatanan kehidupan kolektif (sosial-ekonomi-politik) yang kuat dan rapi; 
pola-pola pemanfaatan sumber daya laut yang mencerminkan hubungan antar subjektif manusia-
lingkungan; kondisi kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk yang merata; dan terjaganya kondisi 
kelestarian lingkungan dan keseimbangan sumber daya laut terumbu karang.
Kata kunci: pengelolaan sumber daya terumbu karang, Masyarakat Bajo, paradigma komu-
nalisme.
Abstract
This article aims to analyze the complexity of interactions between Bajo fishermen communities 
and their sea environment in the form of coral reef resource management in Takabonerate in the past 
time by application of the paradigm of communalism in human ecology. The question proposed is 
how to construct the complexity of the interaction between Bajo fishermen communities and their 
sea environment in the context of belief systems, and socio-economic and political institutions in 
the early time of their arrival in Takabonerate archipelago up to the of 1940s. The article’s material 
are taken from field research reports in which the data/information was gained by depth interviews 
and observation according to the focus of study and the chosen approach. The Bajo fishermen com-
munities under study are concentrated in the village of Rajuni Island (as the center of the old Bajo 
Kingdom). This analysis indicates that the management patterns of sea environment and coral reef 
resource use applied by Bajo fishernen communities of Takabonerate are based on models of the 
great Panglima Menteng institution. The management is characterized bystrong collective order; 
the sea resource use management reflects the intersubjective relations between human societies 
and natural/sea environment spirits; equity of household socio-economic welfare; the constantly 
controlled condition of environment and the balanced natural resource use .
Keywords: management of coral reef resource use, Bajo community, communalism paradigm.
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Pendahuluan
Studi sosial budaya Masyarakat Bajo di 
Indonesia sudah banyak dilakukan oleh para 
peneliti sosial budaya dan sejarah sejak dahulu, 
baik peneliti dari luar maupun dari dalam 
negeri. Melalui studi literatur diketahui bahwa 
kajian Masyarakat Bajo di Nusantara selama ini 
lebih fokus pada aspek-aspek sejarah dan asal 
usul, pengembaraan dan pencarian hasil-hasil 
laut di daerah perairan berkarang, afiliasi dan 
adaptasi dengan kerajaan-kerajaan setempat 
yang didatangi, dan etnografi klasik−pelukisan 
secara holistik tentang unsur-unsur kehidupan 
yang bersahaja1. Sebaliknya masih kurang 
adanya kajian ekologi manusia/antropologi 
ekologi yang mau menganalisis fenomena in-
teraksi antara komunitas-komunitas pelaut ini 
dengan lingkungan lautnya. Kajian justru men-
jadi menarik dan penting−dari sisi kemanfaatan 
akademik dan praktis−ketika dihubungkan 
dengan isu nasional pengelolaan lingkungan 
laut yang mengalami kerusakan ekosistem 
terumbu karang dan kemerosotan sumber daya 
berasosiasi dengannya. Apalagi ketika kasus-
kasus kerusakan ekosistem terumbu karang 
dan kemerosotan populasi dari berbagai spesies 
biota bernilai ekonomi tinggi seringkali atau 
selalu dihubungkan dengan praktik-praktik 
Orang Bajo yang destruktif berupa penggunaan 
bahan peledak dan bahan kimia beracun serta 
pengambilan batu karang2.
Jika praktik-praktik Orang Bajo terbukti 
benar menyumbang pada kerusakan ekosistem 
terumbu karang dan pelangkaan spesies-spe-
sies biota laut tertentu, pertanyaan yang segera 
muncul ialah (1) apakah praktik destruktif 
tersebut memang sudah menjadi tradisi dalam 
kehidupan sosial-ekonomi mereka sejak awal 
keberadaannya sebagai suku bangsa laut? Atau 
(2) apakah praktik-praktik seperti itu baru ter-
pola sejak beberapa periode berikutnya sebagai 
1 Fokus-fokus kajian seperti itu dilakukan antara lain oleh Kuurt 
Tauchmann (1994); Horst H. Liebner (2005), Kazufumi (1997); dan 
Akimichi (1991).
2 Penelitian yang melaporkan praktif-praktik nelayan Bajo di 
kawasan terumbu karang Sulawesi Selatan antara lain ialah laporan 
dari Lampe dkk. (1997/1998; 2000/2001).
akibat dari pengaruh kekuatan sosial-ekonomi 
dan politik eksternal? Dalam konteks Orang 
Bajo Indonesia secara keseluruhan, kedua 
pertanyaan tersebut tidak mudah terjawab 
disebabkan kurang tersedianya data/infor-
masi penelitian ekologi manusia yang valid 
dan terpercaya untuk itu. Lain halnya kalau 
merujuk pada hasil penelitian Masyarakat Bajo 
yang menempati beberapa daerah pesisir dan 
pulau-pulau berciri ekosistem terumbu karang, 
misalnya antara lain: Kawasan Takabonerate 
(Sulawesi Selatan), Wakatobi (Sulawesi Teng-
gara), Togian (Sulawesi Tengah). Pada komuni-
tas-komunitas Desa Bajo di kawasan-kawasan 
tersebut biasanya masih tersimpan keterangan 
atau cerita rakyat yang dapat menggambarkan 
secara utuh tentang tatanan berkehidupan ber-
sama yang mantap dan pola-pola pemanfatan 
sumber daya lingkungan laut secara seimbang 
dalam kaitan dengan pranata-pranata sosial-
ekonomi, politk, dan kepercayaan.
Demikianlah dengan menggunakan data/
informasi dalam laporan penelitian dari tahun 
1997/1998, 2000/2001, dan 2004 mengenai 
komunitas-komunitas Nelayan Bajo Kawasan 
Takabonerate−semuanya dilakukan dalam 
rangka Coremap (Coral Reep Rehabilitation 
and Management Program)−diperoleh banyak 
keterangan yang dinilai cukup memadai untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan di muka.
Segenap keterangan tersebut membuktikan 
bahwa sejak per iode 1970-an aktivitas 
penangkapan ikan oleh nelayan Bajo dan 
Bugis kebanyakan menggunakan bom dan bius 
dari bahan kimia beracun (potassium sianida). 
Dari keterangan itu pula diketahui bahwa asal 
usul kedua bahan peledak (bom) dan bahan 
kimia beracun masing-masing dihubungkan 
dengan masa pendudukan Tentara Jepang di 
Indonesia di awal periode tahun 1940-an dan 
mulai meningkatnya ekspor komoditas hasil 
laut baru berasosiasi terumbu karang (ikan 
kerapu, dan lobster) ke Hongkong, Singapura, 
dan Jepang sejak awal periode tahun 1980-an. 
Keterangan yang tak kalah pentingnya ialah 
yang menceritakan pola-pola pemanfaatan 
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sumber daya perikanan oleh komunitas Ne-
layan Bajo masa sebelum periode 1950-an 
yang dicirikan dengan teknik tradisional arif 
lingkungan dan kelimpahan hasil tangkapan 
yang terkait dengan tatanan kehidupan kolektif 
yang mantap. Dari sini muncul pertanyaan po-
kok, bagaimana mengkonstruksi kompleksitas 
interaksi antara komunitas Nelayan Bajo dan 
lingkungan lautnya dalam konteks sistem ke-
percayaan, institusi sosial- ekonomi dan politik 
di masa awal keberadaan mereka di Kawasan 
Takabonerate hingga periode 1940-an? Berikut 
(2) pendekatan atau model analisis bagaimana 
yang sesuai dan tepat dikembangkan dalam 
rangka studi tersebut?
Tulisan ini bertujuan menganalisis kom-
pleksitas interaksi komunitas Nelayan Bajo 
masa lalu dengan lingkungan lautnya yang 
mewujud dalam pola-pola pemanfaatan sum-
ber daya terumbu karang dengan menerapkan 
paradigma komunalisme ekologi manusia. Dari 
sisi akademik, kajian tentu membuka peluang 
pengembangan pendekatan atau model analisis 
baru dalam ekologi manusia dalam rangka kon-
struksi model-model tatanan (paradigma) pe-
manfaatan sumber daya laut Kawasan Takabo-
nerate dari masa ke masa hingga menjadi taman 
nasional seperti sekarang. Dari sisi terapan, 
hasil kajian akan memberikan manfaat bagi 
proses implementasi dan keberhasilan program 
Coremap melalui upaya penyempurnaan atau 
modifikasi model-model pengelolaan berbasis 
masyarakat (community-based management), 
kerja sama masyarakat dan pemerintah (co-
management), dan kemitraan semua pihak pe-
mangku kepentingan/stakeholders (integrated 
management) ke depan.
Material penulisan diambil dari data/infor-
masi penelitian lapangan terutama yang diper-
oleh melalui wawancara mendalam−sesuai den-
gan fokus studi dan pilihan pendekatan−yang 
dilakukan di tahun 1997/1998, 2000/2001, dan 
2004. Lokasi penelitian meliputi seluruh Ka-
wasan Takabonerate dengan desa pulau-pulau 
yang berpusat di Pulau Rajuni yang menjadi 
pusat Kerajaan Masyarakat Bajo masa lalu.
Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 
dan Pendekatan Konstruksionisme
Dari pemeriksaan literatur dan hasil-hasil 
penelitian lapangan tentang perilaku interaksi 
komunitas-komunitas nelayan dengan ling-
kungan lautnya pada berbagai tempat di dunia, 
terutama di negara-negara sedang berkembang, 
telah ditemukan fenomena kompleksitas yang 
mencolok, bahkan dalam banyak segi me-
lebihi yang mencirikan hubungan-hubungan 
ekologi masyarakat manusia yang meman-
faatkan sumber daya alam di darat. Sekurang-
kurangnya teradapat lima kategori fenomena 
kompleksitas interaksi komunitas nelayan 
dengan l ingk ungan laut nya .  Per t ama , 
komplek s i t a s  d a l a m  d ive r s i t a s  t ip e 
dan va r iasi  se r t a  perubahan dan konti-
nuitas bentuk-bentuk teknologi penangkapan 
ikan. Kedua, kompleksitas bentuk atau sifat 
interaksi manusia dengan lingkungan sep-
erti hubungan antar subjektif yang dicirikan 
dengan keselarasan atau keseimbangan; 
hubungan ekologi manusia menguasai 
alam dengan berbasis pada kemampuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, kapitalisme, 
industrialisme, dan pasar bebas; dan hubungan 
ekologi yang melindungi terjaganya kondisi 
keseimbangan ekosistem dari perlakuan manusia 
dengan menempatkan birokrat dan para ilmuan se-
bagai subjek pengelola dan pelindung. Ketiga, 
kompleksitas dalam kaitan fungsional antar 
pranata (sosial-ekonomi, politik, religi, kes-
enian) dalam sebuah komunitas yang dikaji. 
Keempat, kompleksitas intervensi dan interaksi 
antar pihak stakeholders dengan latar belakang 
berbeda-beda dalam kebijakan eksploitasi, 
pemasaran, pengamanan, dan sebagainya. Ke-
lima, kompleksitas dalam bentuk-bentuk hak 
penguasaan wilayah perikanan (mencakup 
hak-hak penguasaan komunal (communal 
property right), penguasaan individual/
keluarga (individual/family property right), 
penguasaan negara (state property right), 
pemanfaatan secara terbuka (open access/
use)−kompleksitas fenomena terakhir m e nin-
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gkat ketika suatu daerah perikanan ( fishing 
grounds) mengandung dan berlaku berbagai 
bentuk hak penguasaan secara berlapis-lapis 
di dalamnya.
Fenomena interaksi komunitas nelayan 
dengan lingkungan lautnya menjadi lebih 
kompleks ketika kajian diperluas pada konteks 
pengaruh faktor eksternal serta konsekuensi 
lingkungan dan sumber daya laut (positif atau 
negatif) ditimbulkannya. Kalau demikian 
halnya, lalu bagaimana mungkin fenomena 
kompleksitas hubungan ekologi lingkungan laut 
seperti ini dapat dikaji dan dengan pendekatan 
apa dalam ekologi manusia yang relevan dan 
tepat diterapkan?
Untuk kajian tersebut, memang sulit me-
nentukan suatu pendekatan atau model 
analisis yang aplikatif, sebab pada satu sisi 
pendekatan-pendekatan ekologi manusia lama 
telah mendapatkan kritikan karena banyak 
mengajukan asumsi-asumsi yang dinilai 
lebih bersifat ideal/esensial, totalitas, etik, 
dan apriori yang kurang mampu menjelaskan 
fakta secara empirik (Vayda dalam Borofsky, 
1994: 320-327). Secara kronologis-historik, 
pendekatan-pendekatan tersebut mulai dari de-
terminisme alam (geographical determinism) 
yang mengasumsikan faktor-faktor geografi 
dan lingkungan alam sebagai penentu mutlak 
bagi bentuk budaya atau menjadikan variabel-
variabel lingkungan alam untuk menjelaskan 
aspek-aspek tertentu dari budaya manusia; 
neofungsionalisme dengan asumsi keseim-
bangan (equilibria) dari ekosistem-ekosistem 
tertutup yang dapat mengatur dirinya sendiri 
(self-regulating system); materialisme budaya 
(cultural materialism)–pendekatan ini beraso-
siasi dengan ekosistemik−dengan pertimban-
gan cost-benefit; dan ekologi Darwinisme 
dengan aumsi optimal fitness dalam respons/
adaptasi untuk survival.
Demikian halnya pendekatan-pendakatan 
baru yang sedikit atau banyak tidak luput 
dari kekurangan atau kelemahan yang justru 
muncul dari fokus kajian dan pendekatan yang 
spesifik sebagai salah satu karakteristik ilmiah. 
Misalnya, Prins (1965; 1985) melihat manusia 
dan lingkungan lautnya sebagai komponen eko-
sistem dengan media pelayaran, penangkapan 
ikan, dan teknologi kelautan, pada gilirannya 
mereproduksi sikap kepribadian budaya keba-
harian seperti pragmatisme, instrumentalisme, 
adaptif, dan lain-lain. Pendekatan strategi 
adaptif, McCay (1978) dan Acheson (1981) 
melihat berbagai masalah utama yang dihadapi 
nelayan dan berbagai macam strategi yang 
mereka gunakan dalam mengatasinya dan 
memanfaatkan sumber daya lingkungan laut 
yang ada. Pendekatan masalah praktis ling-
kungan dari Milton (dalam Osseweijer, 2001), 
yang penekanannya bukan hanya pada kajian 
praktik interaksi manusia dengan lingkungan-
nya dalam konteks budaya, tetapi juga keterli-
batan peneliti dalam aksi-aksi pemberdayaan 
masyarakat yang menjadi korban kerusakan 
lingkungan dan kemerosotan sumber daya 
laut akibat kebijakan pemerintah yang keliru. 
Pendekatan aksi dan konsekuensi dari Vayda 
(diterapkan oleh Lampe, 2006) menjelaskan 
aksi-aksi manusia pemanfaat lingkungan laut 
dalam konteks sosial budaya internal dan 
eksternal dan konsekuensi lingkungan (positif 
atau negatif) ditimbulkan. Pendekatan ekologi 
politik yang diterapkan oleh McGoodwin 
(1990) melihat proses-proses politik dari nego-
siasi individu sampai pada kekuatan-kekuatan 
politik dunia yang berpengaruh secara signifi-
kan terhadap aksi-aksi eksploitasi lingkungan 
laut dan konsekuensi negatif ditimbulkannya.
Pada satu sisi, diakui bahwa aplikasi dari 
setiap pendekatan tersebut tentu telah memberi-
kan kontribusi berarti bagi pengembangan ka-
jian ekologi manusia sekaligus bagi perspektif 
teori antropologi yang menjadi landasannya. 
Meskipun demikian, pada sisi lainnya, dengan 
sikap ilmiah konsisten dan fokus pada fenom-
ena empirik tertentu seringkali tidak melihat 
atau sengaja mengabaikan berbagai komponen 
yang tampaknya di luar fokus tetapi pada es-
ensinya merupakan satu kesinambungan dari 
proses dinamika yang dikaji (Lampe, 2009: 60).
Setelah melakukan review literatur ekologi 
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manusia secara meluas berkaitan studi pola-
pola praktik ekonomi nelayan, pada akhirnya 
saya menilai bahwa pendekatan konstruksionis 
(dengan tiga paradigma) yang dibangun oleh 
Gisli Palsson (1999) dapat diterapkan dan 
dikembangkan hingga pada tataran tertentu 
dalam studi pola pemanfaatan sumber daya laut 
terumbu karang Takabonerate oleh Masyarakat 
Bajo masa lalu.
Gisli Palsson (1991,1996: 16) memban-
gun pendekatan konstruksionisme dalam 
studi ekologi manusia (dengan tiga paradigma 
lingkungan) sebagai model pemolaan kom-
pleksitas ciri interaksi masyarakat nelayan 
Islandia (dengan sistem pemaknaan simbolik 
metaforik) dengan lingkungan lautnya yang 
berlangsung dari masa sebelum kolonialisme 
ke masa m o d e r n i s a s i  y a n g  d i t a n d a i 
denga n  i ndu s t r ia l i s a s i ,  k api t a l i sme, 
d a n  ke m aju a n  p a s a r  e k s p o r  d u n i a , 
hingga masa kemerdekaan yang dicirikan 
dengan dominasi kebijakan pemerintah (men-
gandalkan kepakaran saintis) dalam rangka 
pemulihan keseimbangan sumber daya laut 
di negara itu. Ketiga paradigma tersebut ialah 
orientalisme, paternalisme, dan komunalisme, 
yang dibangun berdasarkan pada etnoepiste-
mologi, jadi berada pada kutup berlawanan 
dengan dualisme Cartesian sebagai konstruksi 
jaman pencerahan. Dengan kedua orientalisme 
dan paternalisme, manusia dianggap sebagai 
penguasa dan pemilik (master) terhadap 
alam (nature). Bedanya karena yang pertama 
‘mengeksploitasi’ (exploits) dan mendominasi 
melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern, sedangkan yang kedua 
‘melindungi’ (protects) melalui kebijakan 
pemerintah atas bantuan para konsultan dari 
kalangan saintis dan ekonom. Komunalisme 
berbeda dengan kedua paradigma tersebut 
pertama, karena paradigma ini menolak perbe-
daan dan pemisahan ekstrim antara alam dan 
masyarakat dan antara ilmu pengetahuan dan 
pengetahuan praktis.
Paradigma komunalisme menggambarkan 
ciri hubungan kebersamaan atau kesatuan 
masyarakat nelayan dengan lingkungan laut-
nya, hubungan keseimbangan, hubungan inter 
subjektif manusia-lingkungan, sumber daya 
laut dipahami sebagai pemberian dari alam 
dan subjek-subjek penguasa laut (dewa, Tuhan, 
raksasa, roh-roh nenek moryng, hantu-hantu 
laut, kekuatan supernatural), kepercayaan ter-
hadap mimpi, bisikan makhluk halus, intuisi, 
firasat, perasaan dan tanda-tanda gaib sebagai 
simbol media komunikasi manusia dengan 
subjek lingkungan, ada aturan/norma tradis-
ional sebagai acuan keputusan dan tindakan. 
Paradigma komunalisme juga menggambarkan 
ciri sistem ekonomi masyarakat nelayan yang 
subsisten dengan teknologi sederhana yang arif 
lingkungan. Paradigma komunalisme, menurut 
Palsson, dibangun untuk mrekonstruksi kom-
pleksitas kehidupan masyarakat nelayan yang 
selalu berlangsung dalam tahap awal sejarah 
perkembangan budaya yang terus-menerus.
Setelah mencermati kompleksitas ciri dari 
setiap paradigma dan data berciri etnografi 
Orang Bajo dari Kawasan Takabonerate, dinilai 
bahwa paradigma komunalisme lingkungan 
memungkinkan diaplikasi dan dikembangkan 
dalam studi pemanfaatan sumber daya ling-
kungan laut berasosiasi terumbu karang masa 
lalu di kawasan tersebut. Adapun kedua para-
digma lainnya (orientalisme dan paternalism) 
terasa sulit diterapkan disebabkan kehidupan 
masyarakat dan pola-pola pemanfaatan sum-
ber daya laut menunjukkan kerumitan dari 
kehadiran berbagai ciri yang di sana sini justru 
sekaligus mencerminkan ketiga paradigma 
tersebut. Dengan demikian dalam rangka kon-
struksi paradigm-paradigma lingkungan lanju-
tan dalam rangka studi fenomena perubahan 
sosial budaya dan hubungan-hubungan ekologi 
yang semakin rumit di masa Orde Baru dan 
Era Reformasi sekarang ini diperlukan kajian 
literatur yang cermat dan penelitian lapangan 
lanjutan, khususnya di Kawasan Takabonerate.
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Setting Lokasi, Penduduk, Etnis, dan Mata 
Pencaharian
Orang Bajo yang dijadikan kasus dalam 
penulisan paper ini ialah kelompok-kelompok 
masyarakat Bajo yang sejak dahulu mendiami 
kawasan Taka Bonerate, Kabupaten Selayar, 
Sulawesi Selatan. Taka Bonerate (menjadi 
Taman Laut Nasional awal periode 1980-an) 
merupakan kawasan terumbu karang atol yang 
unik dan menarik. Atol yang terdiri dari gu-
gusan pulau-pulau gosong karang dan rataan 
terumbu yang luas dan tenggelam membentuk 
pulau-pulau dengan jumlah banyak. Di antara 
pulau-pulau dan gosong karang (taka dalam 
istilah Bugis, Makassar, Bajo) terdapat selat-
selat sempit yang dalam dan terjal, sedang pada 
bagian rataan terumbu karang (disebut juga 
taka) banyak terdapat kolam-kolam kecil yang 
dalam dan dikelilingi terumbu karang. Perairan 
Kawasan Takabonerate, khususnya pada taka-
taka dikenal sangat kaya dengan jenis-jenis 
karang dan jenis-jenis sumberdaya perikanan 
berasosiasi dengannya (ikan, kerang, lobster, 
teripang, belut laut, cumi-cumi, kepiting, dan 
sebagainya). Pada saat air surut terendah, rataan 
karang tampak seperti daratan kering yang 
diselingi kolam-kolam kecil. Karena sulitnya 
pendatang baru berlayar masuk dan ke luar dari 
Kawasan Takabonerate sehingga di masa lalu 
kawasan tersebut dinamai Kepulauan Macan.
Penduduk Bajo berdiam di desa pulau-
pulau seperti Rajuni, Latondu, Tarupa, Jinato, 
Pasitallu Tengah dan Pasitallu Timur. Perlu 
dicatat bahwa hanya penduduk Jinato yang se-
dikit Orang Bajo-nya. Di samping Orang Bajo, 
Orang Bugis merupakan penduduk mayoritas 
dan dominan. Bagian kecil dari penduduk 
kawasan Taka Bonerate berasal dari Selayar 
(biasanya mengaku orang Makassar) dan 
pulau-pulau sekitar seperti Kayuadi, Jampea, 
dan Bonerate, yang mereka itu adalah etnis 
Bajo dan Bonerate sendiri. Jumlah keseluruhan 
penduduk sebanyak 4527 jiwa, terdiri dari 2231 
laki-laki dan 2296 perempuan (Sumber: Kantor 
Kecamatan Pasitallu, 2003).
Sejak dahulu kala, menurut keterangan se-
tempat, mata pencaharian penduduk Kawasan 
Takabonerate dan pulau-pulau sekitarnya 
terpusat pada sektor perikanan laut dengan 
menggunakan berbagai tipe alat tangkap dan 
perahu tradisional. Di masa lalu hingga periode 
1950-an, kehidupan sosial ekonomi dan poli-
tik masyarakat Kawasan Takabonerate yang 
mayoritas Bajo terkelola secara rapi dan 
mantap di bawah sebuah kelembagaan 
tradisional yang dikenal dengan “Panglima 
Menteng”.
Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya 
Laut Takabonerate dalam Tatanan Kelem-
bagaan Panglima Menteng
Di bulan Mei 2001, saya bersama anggota 
tim penelitian sosial ekonomi Coremap melaku-
kan wawancara mendalam dengan beberapa in-
forman dari kalangan tokoh Masyarakat Bajo 
di Kawasan Takabonerate dalam rangka 
program optimasi zonasi Taman Nasional 
Takabonerate. Melalui cerita Ar (laki-laki 
67 tahun), saya memperoleh keterangan bahwa 
pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut 
dalam kawasan tersebut di masa lalu berada 
di bawah kelembagaan tradisional Panglima 
Menteng yang dipimpin oleh para ponggawa 
yang berpusat di Rajuni. Kawasan Takaboner-
ate, menurut keterangan, pada mulanya bukan 
merupakan wilayah bebas untuk dimasuki 
dan dimanfaatkan oleh siapa saja sebagaimana 
terjadi kemudian di periode 1960-an hingga se-
terusnya. Dari setiap desa (pulau berpenghuni) 
dalam kawasan tersebut diperoleh keterangan 
tentang adanya lokasi-lokasi terumbu karang 
(taka) yang dipercayai oleh warga masyarakat 
ada makhluk halus/roh-roh penunggunya yang 
menyebabkan nelayan harus berdoa atau per-
misi sebelum masuk ke lokasi-lokasi tersebut. 
Pada intinya, sistem tradisional pengelolaan 
pemanfaatan sumber daya laut di bawah kelola 
kelembagaan Panglima Menteng diceritakan 
oleh informan Ar sebagai berikut.
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Dahulu kala di masa kolonial dan sebelumnya, 
wilayah Kawasan Takabonerate adalah 
milik masyarakat kawasan sendiri. Mereka 
pada umumnya adalah orang keturunan 
Bajo asli, peranakan Bajo-Bugis, Bajo-
Selayar/Makassar, dan Orang Bonerate. 
Sistem ekonomi perikanan yang merupakan 
mata pencaharian pokok, berada di bawah 
pengaturan para ponggawa laut yang 
mengatur tentang: jenis-jenis sumberdaya 
laut yang boleh diambil, jadwal/waktu-waktu 
pengambilan, alat yang digunakan, lokasi-
lokasi operasi, dan lain-lain. Misalnya: 
periode bulan 7-8 nelayan mengambil kima 
dan jenis-jenis kerang lainnya; bulan 9-12 
sebagian besar nelayan memancing, sebagian 
menggunakan pukat dan jaring; bulan 11-12 
(hanya 1 bulan) adalah musim menyelam 
mengambil teripang; dan, bulan 1-5 (kecuali 
bulan 4) merupakan musim pancaroba, 
waktu berlangsungnya goncangan laut 
tak henti-hentinya dan sangat berbahaya, 
sehingga nelayan pada umumnya tinggal di 
darat memperbaiki alat-alat tangkap. Hasil 
tangkapan nelayan, oleh Ponggawa Laut 
(pemimpin kelompok nelayan) diserahkan 
kepada Ponggawa Iolo (pemimpin 
keturunan bangsawan Bajo Asli), yang dapat 
dianalogikan dengan pengelola koperasi pada 
masa sekarang. Oleh Ponggawa Lolo hasil-
hasil laut tersebut dibagi-bagikan kepada 
pedagang lokal dan seterusnya mereka jual 
ke luar, seperti ke Bulukumha, Bantaeng 
(Pulau Sulawesi), dan tempat-tempat lainnya. 
Penunjukan orang menjadi pedagang 
lokal biasanya berdasarkan kesepakatan di 
antara Ponggawa Iolo, Ponggawa Laut, dan 
para kepala kampong. Di atas semuanya 
berkedudukan seorang kepala pemerintahan 
puncak bergelar ‘Panglima Menteng’ yang 
dapat disederajatkan dengan presiden 
sekarang ini. Siapa-siapa yang melanggar, 
khususnya berkaitan dengan sistem 
penangkapan dan pemasaran hasil laut, akan 
diberikan sanksi berupa teguran, denda, dan 
sebagainya, tetapi pada kenyataannya jarang 
sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran.
Ciri-ciri pengelolaan pemanfaatan sumber 
daya laut Kawasan Takabonerate masa lalu 
yang hingga kini masih terlihat sisa-sisanya 
juga berupa keyakinan masyarakat nelayan 
tentang adanya tempat-tempat keramat di laut 
yang dijaga oleh roh-roh halus (hantu, jin) dan 
benda-benda kuno yang mengandung kekuatan 
supernatural. Cerita Kepercayaan tersebut di 
masa lalu sangat diyakini masyarakat lokal dan 
menjadi pedoman utama baginya melakukan 
aktivitas penangkapan ikan. Sebagai contoh, 
taka-taka Kayu Bulan, Balaloong, dan Kumai, 
menurut cerita Orang Pasitallu dan Jinato 
adalah angker karena adanya jin dan hantu-
hantu laut. Makhluk-makhluk alam ini menu-
rut cerita, biasanya menjebak nelayan dengan 
memunculkan jenis-jenis tangkapan bernilai 
ekonomi tinggi, seperti teripang hitam, kerang 
mutiara, dan lain-lain dalam jumlah banyak. 
Nelayan yang gegabah dan langsung mengam-
bilnya tanpa meminta izin akan menjadi korban 
kesakitan atau mati di tempat. Sama halnya 
taka-taka Meriam dan Belanda yang dijaga oleh 
roh-roh orang asing yang meninggal di masa 
kolonial.Roh-roh tersebut harus dihindari atau 
dibujuk dengan perlakuan-perlakuan tertentu.
Demikian halnya bagi masyarakat nelayan 
bagian utara kawasan, khususnya Tarupa, 
beberapa lokasi penangkapan, terutama Taka 
Gantarang dengan keramik kembar kunonya, 
merupakan lokasi sangat keramat. Keangkeran 
lokasi ini menurut cerita nelayan, bukan hanya 
dari kekuatan supernatural keramik kunonya, 
tetapi juga karena dijaga seekor gurita raksasa. 
Siapa pun yang berniat jahat hendak mengam-
bil keramik karena menilainya sebagai harta 
karun, dipastikan orang tersebut nantinya ter-
kena musibah. Jangankan sudah menyentuh 
mulut tembikar, baru saja memasuki lokasi 
tempat tembikar itu, orang-orang yang berniat 
jahat pasti merasakan ancaman musibah yang 
bakal terjadi berupa keram, pingsang, yang 
bias berakhir kematian. Karena kepercayaan 
tersebut telah menyebar luas dalam Masyara-
kat Takabonerate, tidak ada seorang pun be-
rani mencoba mendekati, apalagi menyentuh 
benda kuno tersebut. Hingga akhir-akhir ini, 
orang-orang yang masih mempercayai adanya 
tempat-tempat dan benda-benda kuno yang 
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keramat harus meminta izin (dengan praktik 
ritual) kepadanya sebelum melakukan aktivitas 
penangkapan ikan.
Dari Latondu dan Rajuni juga diperoleh 
cerita tentang adanya lokasi-lokasi angker di 
laut yang dijaga makhluk-makhluk halus. Di 
tempat-tempat tersebut menurut cerita, sudah 
sering nelayan hilang, termasuk dua orang 
pencari gurita yang hilang di pantai pada saat 
air laut surut. Itulah sebabnya menurut orang 
setempat, sebelum turun ke laut orang harus 
berdoa dahulu untuk meminta keselamatan 
dan riski dari Tuhan Allah. Dengan doa yang 
ditujukan kepada-Nya, keangkeran benda kuno 
dan serangan gurita raksasa serta kekuatan 
makhluk-makhluk alam bisa dijinakkan dalam 
rangka memanfaatkan sumber daya laut di 
tempat-tempat keramat. Bagi Nelayan Bajo 
Kawasan Takabonerate pada umumnya, hasil 
laut diyakini sebagai riski dari Tuhan yang 
diperoleh berkat usaha keras dan doa.
Dari penelitian sosial ekonomi (1997/1998) 
dan pola pemanfaatan sumber daya laut dalam 
rangka optimasi zonasi Takabonerate (2001) 
yang keduanya dilakukan dalam rangka 
Coremap, diperoleh keterangan dari nelayan 
setempat bahwa taka-taka dan bagian-bagian 
pulau Kawasan Takabonerate yang dipercayai 
keramat, kondisi karangnya banyak yang utuh, 
demikian halnya spesies-spesies yang hidup di 
situ (ikan, kerang, teripang, lobster, cumi-cumi, 
kepiting, dan lain-lain) masih selalu lebih baik 
daripada di lokasi-lokasi lainnya yang dianggap 
tidak keramat.
Gambaran kompleksit as  fenomena 
kehidupan sosial-ekonomi dan polit ik 
ser ta interaksi manusia dengan l ingku-
g a n ny a  y a ng  d ic i r i k a n  d e ng a n  ke -
percayaan-kepercayaan dalam kerangka 
Kelembagaan Panglima Menteng, demikian 
halnya yang masih tersisa hingga kini dalam 
Kawasan Takabonerate ternyata menunjukkan 
banyak kesamaan dengan ciri-ciri paradigm 
komunalisme lingkungan dari Gisli Palsson.
Kelembagaan Panglima Menteng dan Para-
digma Komunalisme Masyarakat Bajo
Dari pemahaman akan kompleksitas fenom-
ena interaksi Masyarakat Nelayan Bajo dengan 
lingkungan laut terumbu karang Kawasan 
Takabonerate di bawah pengelolaan Kelem-
bagaan Panglima Menteng yang menunjukkan 
banyak kesamaan dengan ciri-ciri paradigm 
komunalisme dari Gisli Palsson, maka menjadi 
mungkin mengonstruksi sebuah paradigma 
yang tepat disebut Paradigma Komunalisme 
Lingkungan Masyarakat Bajo masa lalu (se-
lanjutnya disingkat Komunalisme Lingkungan 
Masyarakat Bajo).
Untuk kemanfaatan ilmiah, Paradigma 
Komunalisme Bajo digunakan sebagai model 
penyederhanaan dalam menganalisis dan 
menggambarkan sifat kompleksitas fenomena 
interaksi manusia dengan lingkungan lautnya 
dalam konteks yang luas (sosial-ekonomi, 
politik, kebersamaan dengan lingkungan, 
kepercayaan). Melalui pendekatan konstruk-
sionis  (model  anal isis),  kompleksitas 
fenomena tersebut dapat disederhanakan 
(untuk pemahaman) ke dalam delapan kon-
struksi asumsi dan ciri yang saling sesuai, 
yaitu (l) kelembagaan sosial-ekonomi 
dan po l i t i k  ( P a n g l i m a  M e n t e n g ) 
s e b a g a i  k elembagaan yang mencakup 
semua bidang kehidupan (total institution), 
(2) pelembagaan kepemilikan komunal atas 
wilayah perikanan kawasan terumbu karang, 
(3) akses keterlibatan masyarakat secara 
meluas terhadap pemanfaatan sumber 
daya laut, (4) pengaturan waktu aktivi-
tas eksploitasi sumber daya perikanan, (5) 
tipe teknologi tangkap tradisional yang arif 
lingkungan, (6) hubungan pasar eksternal dan 
kelembagaan kerjasama ekonomi (koperasi 
nelayan), (7) tipe ekonomi subsisten, dan (8) 
hubungan antar subjek manusia dan roh-roh 
penguasa dan kekuatan supernatural di laut. 
Setiap konstruksi mengandung ciri dan asumsi 
dan penjelasan relasional, fungsional, dan 
bermakna simbolik-metaforik yang pada gili-
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rannya menyumbang pada kondisi terjaganya 
tatanan kehidupan kolektif yang mantap, 
kondisi keseimbangan pemanfaatan sumber 
daya laut, dan kelestarian ekosistem terumbu 
karang dalam Kawasan Takaboneate di masa 
lalu.
Membandingkan Komunalisme Lingkun-
gan Masyarakat Bajo dengan Komunalisme 
Lingkungan Nelayan Islandia, tampak bahwa 
paradigma komunalisme pertama lebih kaya 
akan konstruksi fenomena daripada para-
digma komunalisme kedua. Dapat diduga 
kalau Gisli Palsson (constructivist) sengaja 
fokus pada konstruksi fenomena hubungan 
antar subjektif manusia dengan lingkungan 
laut kalau bukan karena fenomena seperti 
mencirikan tatanan Kelembagaan Panglima 
Menteng memang tidak ada dalam kehidupan 
Masyarakat Nelayan Islandia. Khusus tentang 
ketidakhadiran fenomena pasar, bagaimana 
mungkin hasil laut tidak dipasarkan. Pada-
hal semua nelayan (tradisional ata modern), 
terutama mereka yang menjadikannya aktivitas 
itu sebagai sumber pendapatan utama rumah 
tangga, pasti menjual hasil tangkapannya di 
pasar lokal atau pasar regional dan hasil jual-
nya dimanfaatkan bagi pemenuhan berbagai 
kebutuhan rumah tangganya. Dari perspektif 
holistik−mendasari semua pendekatan ilmiah 
dan cara kerja antropolog--pranata-pranata 
sosial, pasar, dan sebagainya semestinya diper-
hitungkan karena selalu menjadi konteks dari 
perilaku atau teknik yang mau dijelaskan atau 
digambarkan. Diasumsikan pula bahwa hasil 
tangkapan ikan sebagai barang pertukaran 
(exchange product) itulah yang menjadikan 
semua masyarakat nelayan di dunia (tradisional 
atau modern) menjadi masyarakat terbuka. 
Oleh karena itu, suatu paradigma lingkungan, 
sekalipun komunalisme lingkungan tradisional 
semestinya memodeli fenomena sosial-budaya 
dan ekonomi, termasuk pranata pasar, yang ter-
kait secara signifikan dengan interaksi manusia 
dengan lingkungannya.
Berbeda halnya dengan konstruksi-kon-
struksi lainnya, konstruksi fenomena hubun-
gan antar subjektif komunitas nelayan dan 
roh-roh penguasa alam atau benda-benda kuno 
berkekuatan supernatural yang mencirikan 
Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo 
justru sangat nyata persamaannya dengan 
komunalisme lingkungan di Islandia. Bahkan 
komunalisme lingkungan yang dikembangkan 
di Kawasan Taka Bonerate bisa lebih kaya, 
misalnya Orang Bajo memaknai laut sebagai 
ruang mencari sumber nafkah/rizki yang tak 
habis-habisnya, ruang tempat tinggal manu-
sia yang luas, dunia persemayaman roh-roh 
nenek moyang Orang Bajo (dipercayai bisa 
mengelilingi perairan dunia tujuh kali dalam 
sehari, laut sebagai kawan/sahabat, dan laut 
sebagai obat (bandingkan dengan Sukmawati, 
2004).
Adapun ikan-ikan atau jenis-jenis biota 
laut lainnya yang disebutkan sebagai mahluk 
atau subjek berkeinginan yang jarang sekali 
ditemukan dalam Komunalisme Lingkungan 
Masyarakat Nelayan Islandia, justru banyak 
mencirikan paradigma komunalisme yang 
dikembangkan di Kawasan Takabonerate. 
Fenomena personifikasi atau humanisasi 
makhluk laut berupa ikan seperti ini pernah 
diceritakan oleh seorang Nelayan Bajo pe-
mancing (bahasa diredaksi ulang oleh penulis) 
sebagai berikut.
Ikan-ikan sendiri bukan binatang tangkapan 
semata yang tidak berdaya. Ikan-ikan 
mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, 
dan sikap menolak yang hanya bisa 
diperoleh ketika mereka memang sudah 
ikhlas karena ucapan dan bujukan yang baik 
oleh nelayan. Itulah sebabnya, meskipun 
nelayan memancing pada lokasi-lokasi yang 
diketahuinya sebagai sarang-sarang ikan (batu 
dalam istilah lokal), namun nelayan tidak 
begitu saja mudah memperoleh sejumlah 
tangkapan yang diinginkan karena ikan-
ikan tidak mau makan umpan yang disajikan 
kepadanya. Nelayan, karena itu, harus 
senantiasa bersikap sabar dalam penantian 
sementara melakukan negosiasi dan bujukan 
lewat media pancing dengan umpannya. 
Berbeda halnya dengan praktik nelayan 
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bius dan bom yang dalam waktu sesaat 
dapat memperoleh hasil melimpah karena 
memahami dan memperlakukan lingkungan 
dan sumberdaya laut sebagai objek bagi 
kepentingan subjek manusia semata.
Sebetulnya prinsip komunalisme dari Pal-
sson dapat ditemukan pula pada kelompok-
kelompok masyarakat berburu, termasuk 
pemburu ikan di laut atau sungai. Bahan-
bahan etnografi dari Nayaka (di India Selatan), 
Mbuti Pygmie (di Zaire) dan Batek (Malaysia) 
dari Bird David (dalam, Descola dan Pals-
son,1999) misalnya menyatakan bahwa para 
pemburu-peramu memahami lingkungannya 
sebagai ‘pemberian’ (grving). Mereka meyaki-
ni bahwa lingkungannya senantiasa memenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya dengan memberi 
kebebasan bagi mereka tanpa pembebanan 
kewajiban pengembalian oleh subjek lingkun-
gan.Lingkungan dianggap sebagai ‘orangtua’ 
(parent) dan pemburu-peramu yang tinggal di 
hutan mematuhi lingkungan menjadi orangtua 
yang menyediakan. Ossewijer (2001) juga men-
emukan bagaimana nelayan Pulau Seram (Ma-
luku) membagi lingkungan hidup menjadi dua 
bidang kehidupan secara simbolik metaforik: 
lingkungan perairan depan pulau yang disim-
bolkan sebagai arena interaksi dengan dunia 
luar sehari-hari dan lingkungan perairan bagian 
belakang tempat menangkap ikan sehari-hari 
yang disimbolkan sebagai arena interaksi/
pergaulan antar komunitas manusia/anak cucu 
yang masih hidup dengan komunitas roh-roh 
nenek moyang yang menciptakan adat-istiadat 
atau norma/tatacata pemanfaatan sumber daya 
laut secara berkelanjutan dan lestari.
Penutup
Mengungkap perspektif dan pola penge-
lolaan laut/SDA terumbu karang masyarakat 
Bajo Takabonerate dengan paradigma ko-
munalisme bukan sekedar romantisasi masa 
lalu yang hilang atau terkikis, melainkan mau 
merekonstruksi paradigma ilmiah yang dapat 
menggambarkan tahap dan proses awal dari 
kompleksitas interaksi masyarakat bahari Bajo 
dengan lingkungan lautnya yang memang per-
nah menjadi kenyataan. Sebetulnya aplikasi 
paradigma komunalisme dari Palsson tidak 
sepenuhnya relevan dalam menggambarkan 
kompleksitas interaksi komunitas nelayan den-
gan lingkungan sumber daya laut (berasosiasi 
terumbu karang) dalam konteks sosial ekonomi 
dan politik kelembagaan Panglima Menteng 
yang sudah melihat hubungan eksternal.
Dari sisi akademik, diharapkan kajian akan 
membuka peluang pengembangan suatu model 
analisis atau paradigma baru yang aplikatif 
dalam studi ekologi manusia/antropologi 
ekologi di Indonesia dalam rangka memahami 
pola-pola pengelolaan lingkungan dan sumber 
daya alam perairan kawasan terumbu karang 
di masa lalu, masa sesudahnya, dan hingga 
menjadi taman nasional seperti sekarang. Dari 
sisi terapan, hasil kajian akan memberikan 
manfaat bagi implementasi program Coremap 
melalui upaya penyempurnaan atau modifikasi 
paradigma pengelolaan berbasis masyarakat 
(community-based management), kerja sama 
pihak-pihak masyarakat dan pemerintah (co-
management), dan kemitraan dengan pelibatan 
secara aktif semua pihak pemangku kepentin-
gan (integrated management) ke depan.
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